BUPATI KUDUS

e ———————————m———

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI KRUDUS
N)lmr :6 4 (4 2000

TENTANG

PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI
PADI, PALAWLIA DAN HORTIKULTURA
DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI KUDUS,

i i tujuan Program Bimas
bahwa sejalan dengan pembanguman pertanian, ) ;
Intensifikasi adalah untuk meningkatkan pendapatan petani, pemantapan
ketahanan pangan dalam negeri dan pengembangan_ komoditas unggulan
spesifik lokasi, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional ;

bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur / Ketua Satuan
Pembina Bimas Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Maret 2000 Nomor
7 Tahun 2000 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai
dan Hortikultura Tahun Anggaran 2000, maka perlu menetapkan Program
Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura di Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2000 ;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) ;

3. Undang-undang .....
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14.

. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997

naat I e erasi Lembaran
Und 5 2 tentang rkop rasian (

] g-U dmlg Nomor 25 ahun 199 P ‘ ,
Negsu:a Tﬂl;llm 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3502)

Negara
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (L;r:sb;)mn eg
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3650) »

Pemerintahan Daerah

dang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 1

?I:le;ggaran Neiara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ;

i »mbaran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indon;sm,oil;s':“})‘
Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara NomoT -

; antara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan K;;an%!;ﬂmhahm
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Lembaran Negara Nomor 3848) ;

ordinasi Kegiatan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Ko 088 Nomor 10 ,

Instansi Vertikal di Duerah (Lembaran Negara Tahun 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) |

. 4 ama antara
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun I‘)‘)") tlL ."m:i ; y[,?rri?ﬁ‘ Usshatani
Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka Ie‘m )mz' Ptacan NS
(Lembaran Negara Nomor 188 Tahun 1999, Tambahan

Nomor 3908) ;
tentang Badan Pengendali

Bimbingan Massal |

Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang
Pemerintahan dalam rangka Pembiayaan Kredit Program ;

Instruksi Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Penetapan Harga Dasar
Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras;

Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor
04/SK/Mentan/Bimas/1/1994  tentang Pedoman Tatalaksana Program
Intensifikasi Pertanian Dalam Repelita VI ;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Nomor
54 Tahun 1996

- -- lentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan
301/Kpts/LP.120/4/96

Pertanian ;

15.Keputusan Mentri Pertanian Nomor 732/Kpts/OT.210/9/96 tentang Tata

16.

Hubungan Kerja Kantor Wila

yah Departemen Pertanian dengan Unit Kerja
Departemen lainnya

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.210/10/1997 tentang
Pedoman Usaha Kemitraan

17. Keputusan .. ...
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Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpte/OT 210/3/1997 tentang
Pedoman Pembinaan Kelompoktani Nelayan |

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/OT.210/2/1998 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengendali Bimas ;

Keputusan ~ Menteri  Perindustrian ~ dan  Perdagangan Nomor
26/MPP/Kep/l/1999 tentang Pendistribusian Pupuk untuk Petani Tanaman
Pangan di daerah yang sulit dijangkau ;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/99 tentang Penunjukan
BUMN sebagai Koordinator Penyalur Kredit Program ;

Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Buas llc:OT(‘)or'
997/Kpts/OT.210/9/99  tentang Pedoman Penel'apm.vpilket A
Pertanian Dalam Pelaksanaan Program Bimas Intensifikast ;

Keputusan Bersama Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas dengan
Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor
Nomor : 09/Kpts/BM.530/10/1999
20/SKB/M/1999 ;
tentang Penunjukan Pelaksanaan Kredit Usaha Tani ;

Keputusan Bersama Menteri Pertanian/Ketua Badan Peng;r:)([l:(l) lr Bimas dengan
Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Mcqeng}x;rh Tl
05/Kpts/Mentan/Bimas/I/1999  tentang Pemberian Kredit Us 1

03/SKB/M/II/1999 .
sebagaimana diubah dengan Keputusan Bersama Menter1 Pertanian/Ketua

Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan

ah Nomor 09/Kpts/BM.530/10/1999
NESIgEROE T 20/SKB/M/1999

_Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.017/99 tentang Pendanaan

Kredit Usaha Tani , sebagaimana diubah dengan Keputusan Mentri Keuangan
No. 543/KM.017/1999 ;

_Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor

01/Kpts/Mentan/Bimas/I[/2000 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi,
Jagung, Kedelai dan Hortikultura tahun anggaran 2000

Surat Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor
OT.210/239/Mentan/VII/99 tanggal 30 Juli 1999, perihal Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Satuan Pelaksana Bimas;

- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 28

Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Jawa
Tengah,

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
1990 tentang Irigasi Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

29. Keputusan ...



Menetapkan

. KEPUTUSAN  BUPATI  KUDUS

29. Keputusan Gubernur Kepala Daersh Tingkat 1 Jawa Tc"g"h.. Nomor
521.1/58/1995 tentang Pembentukan Satuan Pembina Birnas Propinst Jawa
Tengah

30 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tan_ggal
29 Maret 2000 Nomor 7 Tahun 2000 tentang Program Bimas
Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai dan Hortikultura di Propinsi Jawa T engah
Tahun Anggaran 2000 ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Kudus Nomor 5 Tahun_l99_7
tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat I Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 14 ) ;

32. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat T Kudus tanggal 2 Juni 1995
Nomor 521.1/671/1995 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas
Kabupaten Dacrah Tingkat II, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Sah-Jan
Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat Il Kudus ;

33. Keputusan Bupati Kepala Dacrah Tingkat 1 Kudus tanggall 27TNo;;m3:;
1998 Nomor 520/1724 tentang Pedoman Pengaturan Pola Tan
Rencana Tata Tanam di Kabupaten Daerah Tingkat IT Kudus .

MFMUTUSKAN :

TENTANG PROGRAM  BIMAS
INTENSIFIKASI ~ PADI, PALAWLA DAN  HORTIKULTURA DI
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2000.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a  Daerah adalah Kabupaten Kudus ;

b. Bupati adalah Bupati Kudus ;

c. Palawija adalah tanaman selain padi yang ditanam disawah atan ladang
yang meliputi jagung, kedelai , ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang
hijau

d. Bimbingan Massal yang selanjutnya disingkat Bimas, adalah suatu sistem
manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani
secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program Bimas ;

¢. Program Bimas .. ...
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Program Bimas adalah suatu program peningkatan produksi dan ussha
pertanian melalui intensifikasi komoditag prioritas yang beryvawasan
agribisnis di pedesasn dengan sistem Bimas dalam rangka meningkatkan
pendapatan petani, memantapkan swasembada pangan dan pengembangan
komoditas unggulan spesifik lokasi untuk memperkuat ketahanan pangan

nasional, dan terdiri dari Program Bimas Nasional dan Program Bimas
Wilayah ;

Program Bimas Nasional adalah program Bimas melalui intensifikasi
komoditas prioritas nasional yang strategis yang ditetapkan oleh Menter

Pertanian/Ketua Badan Pongendali Bimas, yaitu tanaman padi, jagung dan
kedela ;

Program Bimas Wilayah adalah program Bimas ‘molalui _int‘ensi_ﬁkasi
komoditas unggulan spesifik lokasi yang mempunyai nilai ekonomis tingg1 yang
ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Tengah ;

Intensifikasi pertanian adalah upaya pengamalm.l 'illm! dan telmologif::tlka’m
usahatani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memandm_ kg
potensi tanaman, lahan, daya dan dana secara terpadu serta memperhati
kelestarian sumberdaya alam ;

Intensifikasi Umum (Inmum) adalah i""’,_"”iﬁkasi yang .dilakukan petani
perorangan dengan tidak menjalin ikatan kerjasama usahatani berkelompok ;

Intensifikasi Khusus (Insus) adalah penyelenggaraan intensiﬁkm?i pertanian
yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar anggota kelompoktan! dalam saty
hamparan usahatam guna memanfaatkan potensi lahan, teknologi, daya dan
dana secara optimal ;

Supra Insus adalah penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan
atas dasar kerjasama antar kelompoktani pelaksana Insus dalam saty wilayah
binaan Penyuluh Pertanian, yang dalam skala lebih luas kerjasama itu

ditingkatkan dengan kerjasama antar wilayah binaan Penyuluh Pertanian dalam
satu Unit Himpunan Supra Insus.;

Unit Supra Insus yang selanjutnya disingkat USI adalah Satuan Kerjasama
Usaha tani dalam satu wilayah binaan Penyuluh Pertanian ;

Unit Himpunan Supra Insus yang selanjutnya disingkat UHSI adalah Satuan
Kerjasama Usaha tani antar wilayah binaan Penyuluh Pertanian ;

Intensifikasi Berwawasan Agrobisnis (INBIS) adalah Pola intensifikasi
pertanian dengan peningkatan penyelenggaraan Supra Insus melalui pendekatan
rekayasa nilai tambah, baik kegiatan produksi pada on farm maupun kegiatan
pasca panen dan off farm lainnya secara efisien yang dilakukan atas dasar pola
Supra Insus dengan lebih meningkatkan peranan kemitraan, pengembangan

kegiatan on farm dan off farm, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan
standarisasi

o. Perluasan Areal .. ...



Perluasan Areal Tanam (PAT) adalah upaya penambahan areal tanam, baik
melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 20.0.dan
dari IP 200 menjadi IP 300, pemanfaatan lahan potensial yang selama ini tidak
diusahakan maupun pemanfaatan lahan bukaan baru ;

. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank
pemberi kredit kepada koperasi primer atau lembaga swadaya

sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabmg

dalam kelompoktani guna membiayai usahataninya dalam rangka intensifikasi

padi, palawija dan hortikultura ;

. Bank Pemberi Kredit yang selanjutnya disebut Bank, adalah bank umum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 ;

. Kegiatan ussha produksi pertanian (on farm ) adalah kegiatan usah;tar:t
meliputi kegiatan budidaya pertanian sampai dengan kegiatan panen yang dap
dikembangkan dengan intensifikasi dan diversifikas ;

. Kegiatan usaha of farm adalah usaha yang melig)aul:i penatnganailanj;:,':;;?c;:n s::;en
terdiri dari pengolahan hasil pertanian (bahan setengal un
ngll;ng Jadi), penge:xgasan dan pemasaran serta kegiatan lain yang terkait

dengan bidang pertanian;

i i i 1 anj tuk suatu wilayah binaan
Teknologi spesifik lokasi adalah tek-r.lologI anjuran un i
berdasagzm hasil penelitian/pengujian suatu tempat, yar_lg'dapat' digumakan
untuk menyusun rekomendasi lokasi wilayah binaan sesuai tipologi lahan dan
agroklimatnya ;

. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang
diperuntukan bagi konsumsi manusia dan bahan baku makanan olahan

- Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumiah maupun
mutunya, aman, merata dengan harga terjangkau ;

- Koperasi Tani adalah badan usaha yang beranggotakan anggota kelompoktani
yang bergerak di sektor pertanian dan tumbuh berdasarkan kesamaan aktivitas
dan kepentingan ekonomi ;

Koperasi primer yang selanjutnya disebut Koperasi, adalah koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, sebagaimana diatur oleh
Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ;

. Teknologi Pertanian adalah piranti teknis pertanian yang dikembangkan dari
ilmu  pengetahuan untuk mempermudah, mempercepat, meningkatkan,

mengarahkan, membina dan membimbing usahatani sesuai dengan sasaran yang
hendak dicapai ;

z. Rekomendasi .....
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Rekomendasi Paket Teknologi Pertanian adalah anjuran resmi pejabat yang

berwenang tenting suatu paket teknologi yang sudah diyji dan layak untuk
diterapkan ;

Tanpa Olah Tanah yang selanjutnya disingkat TOT adalah gebagai salah satu
alternatif teknologi penyiapan untuk daerah-daerah spesifik seperti lahan
kering, lahan tanpa pengolahan tanah dengan memanfaatkan kagiatan organisme

tanah dalam menyuburkan tanah di lahan kering atay wilayah yang kekurangan
tenaga kerja ;

Sistem Pengendalian Hama Terpadu yang selanjutnya disingkat PHT adalah
upaya pengendalian populasi atan tingkat serangan organisme pengganggu
tumbuhan (OPT) dengan menggunakan berbagai teknik pengendalian secara
sepadan yang dikembangkan dalam suatu kesatuan hamparan, unituk mencegah
timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan linglamgan hidup ;

Konservasi Tanah dan Air adalsh upaya untuk mempertahankan dan
meningkatkan daya dukung lzhan agar dapat berfingsi secara optlnllgl dan
lestari sebagai faktor produksi, faktor pengatur tata air, faktor pe indung
lingkungan hidup, baik dengan vegetasi maupun dengan bangunan pencegah
erosi ;

Gerakan Hemat Air diartikan sebagai upaya untuk merubah perilaku
masyarakat dan pemerintah baik yang berperan sebagai produsen maupun
konsumen kearah perilaku yang lebih menghemat air ;

Rencana Definitif Kelompoktani (RDK), adalah rencana kerja psahatani dari
kelompoktani untuk satu periode tertentu, yang disusun melalui musyawarah
dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan
usahatani sehamparan wilayah kelompoktani, seperti : sasaran areal tanam_
pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain %

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah rencana
kebutuhan kelompoktani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan
musyawarah anggota kelompoktani, meliputi kebutuhan benih, pupuk,
pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja, untuk mendukung
pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan
kelompoktani kepada koperasi atau LSM atau lembaga lain :

Lima Jurus Kemampuan Kelompoktani adalah :

1. Kemampuan merencanakan kegiatan peningkatan produktivitas usahatani

anggotanya melalui penerapan rekomendasi dan pemanfaatan sumberdaya
alam secara optimal.

2. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain.

3. Kemampuan memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara
rasional.

4. Kemampuan peningkatan hubungan melembaga dengan koperasi.

5. Kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi serta menggalang
kerjasama kelompok.

ah. Pos Simpul .. ...
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Pos Simpul Koordinasi (POSKO) adalah simpul pengambilan keputusan
koordinatif dalam penyelenggaraan intensifikasi pertanian ;

Balai I.nformasi dan Penyuluhan Pertapian (BIPP) adalah unit kerja penyuluhan
pertanian yang merupakan unit kerja organik yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), adalah suatu organisasi non pemerintah
yang dibentuk oleh masyarakat dan dalam kegiatan operasionalnya tidak
mencari untung.

Tahun Anggaran yang selenjutnya disi selama 1
ya disingkat TA adalah waktu tanam
(satu) tahun yang dimulai Januari hingga Desember, dan untuk Tahun

Anggaran. 2000 berlangsung 9 (sembilan) bulan dari April Tahun 2000 sampai
dengan Desember Tahun 2000.

yang didukung oleh

Pelaksana program intensifikasi adalah masyarakat tani )
pertanian.

aparat, swasta dan kelembagaan lainnya yang bergerak di bidang

BAB II

POKOK-POKOK KEBLIAKSANAAN, LINGKUP KEGIATAN DAN
PESERTA

Bagian Pertama
Pokok-Pokok Kebijaksanaan

Pasal 2

Program  Bimas Intensifikasi ~ Pertanian  dilaksanakan  dengan
mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial
ekonomi masyarakat petani dan daya saing produk pertanian.

Program Bimas Intensifikasi disusun berdasarkan perencanaan di tingkat
Desa, Kecamatan, Kabupaten, propinsi dan musyawarah di tingkat nasional
serta dengan mempertimbangkan kepentingan pangan nasional.

Untuk mendukung keberhasilan Program Bimas Intensifikasi dikembangkan
hubungan kemitraan wusaha yang saling menguntungkan antara
petani/kelompoktani dengan perusahaan mitra, baik sebagai Perusahaan Inti,
Perusahaan Pengelola maupun Perusahaan Penghela.

Perusahaan mitra berkewajiban meningkatkan kemampuannya menjadi mitra
usaha dalam bekerjasama dengan kelompoktani mulai dar perencanaan,
penyediaan sarana produksi, kredit, teknologi pra panen, pasca panen,
pemasaran hasil, pengendalian sampai kepada penyelesaian hak dan
kewajiban masing-masing,

(5). Untuk meningkatkan .....
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Untuk meningkatkan kebutuhan pangan menuju ketahanan pangan m@sionaj
maupun daerah, diupayakan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, merata dengan harga yang terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat di tingkat rumah tangga yang merupakan tanggung jawab
bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Untuk memantapkan ketahanan pangan nasional, diterapkan sist?m
pemantauan situasi produksi dan ketersediaan pangan melalui Sistim

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sektor pertanian di tingkat
Kabupaten

Untuk memacu peningkatan partisipasi dan prestasi petani./kelompol;tkam
dalam pelaksunann Program Bimas Intensifikasi Pertanian, diselenggarakan
berbagai upaya yang mendorong dan memotivasi petani/kelompoktant.

Untuk meraih kembali swasembada beras, mewu_judkm awasembadai er:tgaln";%
dan kedelai diperlukan kerjasama yang harmonis diantara sesama
terkait dan adanya rencana kerja secara rinci.

Pasal 3

Intensifikasi pertanian dilaksanakan .secara}erpadu (:(alm'd'yt::m mst]em
usahatani, mencakup komoditas prioritas nasional dan olm’o 11as unggulan
spesifik lokasi yang memiliki nilai ekonom dan pe “""8' pasar dan
menggalang keikutsertaan petani secara massal yang umumlnya merupakan
potani kecil yang dilaksanakan dalam pola tanam monoku tur, p_ollkultur,
tumpang sari, tumpang gilir, tanam sela maupun cabang usahatani lainnya.

Intensifikasi usahatani konservasi pada lahan kering diprioritaskan pada
lahan pertanian di Daerah Aliran. .Sur!gm bagian hulu yang telah
diprakondisikan dengan upaya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
(RLKT) seperti areal dampak Unit Percontohan Usaha Pelestarian
Sumberdaya Alam/Usaha Pertanian Menetap (UP-UPSA/UPM), Proyek-
proyek dengan dukungan Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai
(KUK-DAS), Proyek Pembangunan Pertanian dan Pedesaan berkelanjutan di
daerah tadah hujan "Rainfed” dan lain-lain.

Pasal 4

Peningkatan Mutu intensifikasi ditingkatkan melalui pemasyarakatan

penerapan teknologi anjuran untuk mewujudkan sasaran produktivitas tinggi
yang memerlukan dukungan berupa:

a Penyiapan lahan baik pada lahan sawah maupun lahan kering, dengan

memperhatikan konservasi tanah dan air serta ramah lingkungan.;

b. Pengaturan pola tanam dan tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan

dan agroklimat dalam suatu hamparan skala ekonomi (luasan, volume),

secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima untuk

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dengan meningkatkan
partisipasi daerah

c. Bimbingan intensifikasi .....



(2)

(3)

C.

Bimbingan intensifikasi pertanian yang dikoordinasikan melalu
organisasi Bimas, baik kegiatan intensifikasi secara swadana maupun
yang memanfaatkan fasilitas kredit, diselenggarakan dalam kerjasama
yang serasi antara berbagai pel‘?ngkat kelembagaan yang mencakup
pengaturan, penyuluban, perkreditan/permodalan, penyaluran sarand
produksi, termasuk yang terlibat di bidang pengolahan dan pgmasamn
hasil, dengan tujuan utama pembinaan adalah untuk meningkatkan
kemandirian dan kemampuan petani, mengembangkan kelembagaan
agribisnis dan agroindustri di pedesaan dan memanfaatkan potensi
wilayah secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan mutu intensifikasi d.ifn mewjufnkuﬂ
ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan kebijaksanaan U
pengelolaan intensifikasi sebagai berikut :

a

dapat
Untuk mengatasi kendala keterbatasan tenaga pengolah tanah, cap
dilaksanakan teknologi tanpa olah tanah (TOT) ;

o ’ atan petani,
Upaya pencapaian tingkat produktivitas, produksi dan Pendap ¥
dilakukan terutama melalui pola Supra Insus dan Insus ;

Supra Insus diterapkan di daerah-daerah yang pen:;rdl:zzz:ﬁtfgnll:j::yg;
peningkatan produktivitas dari tanaman pa:;:]/ A
dalam rotasi dengan padi dalam pola tan ago iy [nsus‘ ada]al;
Komoditas yang dikembangkan pada Wllayl Sup N

komoditas p’rioritas dan strategis yang teknologinya a, sarana

produksi dan pemasarannya terjamin ;

i i D 1 lahan sawah dan
diterapkan didaerah-daerah yang mempunyai aw
{1':}9;1;2 k:»:ir:;) untuk peningkatan produktivitas tanamap padi, jagung,
kedelai dan hortikultura dengan penerapan teknologi yang tersedia,

sarana produksi dan pemasarannya terjamin ;

Intensifikasi ~ Berwawasan  Agribisnis  dilaksanakan  dengan
memperhatikan peningkatan efisiensi produksi, penekanan kepada
keunggulan komparatif dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian dan
pengikutsertaan petani dalam usaha peningkatan perekonomian pedesaan;

Intensifikasi  pertanian di  lahan kering diupayakan dengan

mengembangkan usahatani terpadu yang menguntungkan serta tetap
memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air :

Partisipasi petani dalam intensifikasi pertanian ditingkatkan dengan
pembudayaan penyusunan RDK dan RDKK, mengikhtiarkan pemanfaatan
fasilitas kredit termasuk kredit usahatani konservasi, dan pemanfaatan
berbagai fasilitas proyck terkait serta bantuan lainnya ;

Untuk menjamin pelaksanaan peningkatan mutu intensifikasi tersebut dan
untuk mengatasi berbagai hambatan, pendekatan upaya khusus dapat
dilakeanakan agar tata kerja sesua dengan tatalaksana intensifikasi dan
berlaku secara konsekuen dan berkesinambungan.

Pasal § ...



(1)

(2)

\ : ' (INBIS) dilaksanakan de
memperhatikan Peningkatan  efisiens; produksi, ) penekanan kepngna
keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dalam memanfaatkan

sumberdaya pertanian, dan pengikuts b .
pere konomian pedesaan 32n petani dalam usaha peningkatan

Pengelolaan Intensifiaks; Pertanian Berwawasan ibisnis IS
dlupayak?n melalui Pengembangan kemitraan yang bmﬂ:nan ag\(g;l)]i;snig
yans saling menguntunglan, saling membutuhkan dan saling menguatkan
antara kelom;{oktz_ml sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai
naglm usalllm Kemitraan tergebyt didukung oleh jaminan pemasaran dengan
terimm B2 Kesepakatan yang layak  ditorima kelompoktani ~serta
erjamimya kualitas, kuantitag dan kontinuitas produksi sesuai dengan
kesepakatan: Selain ity dikembangkan dan diarahkan sehingga dapat
mendukung indugtri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim

yang kondusif bag; tampilnya gerakan masyarakat tani.

Bagian Kedua
Lingkup Kegiatan
Pasal 6

Intensifikasi Pertanian Tahun Anggaran 2000 diselenggarakan dalam wujud
kegiatan, yang meliputi :

1.

Gerakan operasional dari berbagai instansi terkatit dalam Program Bimas
Intensifikasi berdasarkan Kgputusanf[nstruksx/Petlm_luk/Sm'at Edaran, sebagaj
penjabaran Keputusan Bupati ;

Gerakan pembinaan, penerangan dan peflyuluhi_in pertanian serta pelayanan
kepada petani/kelompoktani oleh instansi terkait agar petani mengerti dan
mengadopsi paket teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan :

Kegiatan sebagaiman dimaksud angka 2 Pasal inj dilakukan melaluj upaya
peningkatan dinamika kelompok tani dan kemampuan permodalan, sehingga
para petani dapat menyusun RDK dan RDKK serta mampu melaksanakan

kegiatan usahataninya sesuai dengan RDK dan RDKK tersebut, dan akhirya
menumbuhkan kemandirian individu dan kelompok tan; :

Penyelenggaraan musyawarah/pertemuan untuk menyusun perencanaan dan
menetapkan cara pemecahan masalah guna memperlancar pelaksanaan program
seperti musyawarah kelompoktani, musyawarah antar kelompoktani/KTNA,

temu usaha, temu wicara, temu karya, temu lapang, sarasehan, rapat-rapat teknis
dan rapat koordinasi

Penyediaan benih sebar melalui upaya penumbuhan dan pengembangan
kelompoktani penangkar benih yang bekerjasama dengan PT.Sang Hyang Seri,
PT.Pertani dan produsen benih lainnya :

6. Pengadaan .....



¢ Pengadam dsn penyalursn sarmna prodhksi pertanian serta penyaluran dan
pengembalisn kredit vang dilakulan secsr terkoordinasy oleh lembaga terksit
sesuas dengan tueae dao fingsimva |

7 Pembinsan dalam kegiatan pra panen, pasca panen, pengolshan hasil,
pemasaran hasil pertamian dan distnbusinya yang dilakukan oleh mstansi terkait
sesum dengan tugas, fingsi dan tanggungjawabova |

8. Geraksn pembudayaan tabungan kelompoktsni guma memupuk modal dan
meningkatkan pemanfaatannya bagi usahatan; |

9. Pembinaan oleh mnstansi terkat dalam menggerakan partisipasi masyarakat guna
mewujudkan ketahsnan pangan melalui pemantauan  situasi Pr_°d‘_‘ks‘. o
ketersediaan pangan dalam kegiatan produksi, pengolshan hasil, distribusi dan
diversifikasi pangan -

10 Pengendalian, pemantausn, pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan pada
berbagai tingkatsn pelsksanasn program, agar Program Bimas Intensifikasi
berjalan sesuai dengan rencana dan petunjuk teknis :

11. Kegiatan proyek-proyek berasal dari APBN, APBD, BLN dan sumber dana
lainnya diarahkan untuk menunjang kegiatan intensifikasi baik d; lahan swah
maupun di |ahan kering agar terjadi peningkatan dayaguna dan hasil guna.

Bagian Ketiga

Peserta
Pasal 7

. intensifikasi padi, palawija dan hortikultura adglah semua petani
diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakap intensifikasi guna
- produktivitas usshataninya, terutama melalui kerjasama dalam
kelompoktani, kerjasama antar kelompoktani maupun melalui kerjasama dengan
perusahaan mitra yang saling menguntungkan.

BAB I
SASARAN

Bagian Pertama
Pendapatan Usahatani

Pasal 8
Pendapatan Usahatani, Produksi dan Areal ntensifikasi

Pendapatan bersih (keuntungan) dari usahatani intensifikasi yang merupakan
resultante dari penerapan teknologi anjuran, pelaksanaan efisiensi dan efektivitas
pembiayaan usahatani dan pemasaran dengan harga bersaing, dalam 1 (satu) tahun
per ha, berdasarkan ekologi lahan, paling sedikit (minimal) untuk :

Lahan sawah pengairan - Rp.4 juta/ha/tahun
Lahan sawah tadah hujan : Rp.3 juta‘ha/tahun
Lahan kering : Rp. 3 juta/ha/tahun

Bagian Kedua .. ...



Bagian F.edua
Produksi

Pasal 9

Guna meningkatkan produksi pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan
nasional, sasaran produksi padi, jagung dan kedelai periode Januari — Desember
Tahun 2000 adalah :

Sasaran produksi padi talun 2000 sebesar 122.025 ton gabah kering giling.
Sasaran produksi jagung talun 2000 sebesar  4.089 ton pipilan kering

Sasaran produksi kedelas tahun 2000 sebesar 2.065 ton biji kering.

Angka Sasaran produksi padi, jagung dan kedelai sudah termasuk angka sasaran
produksi perluasan areal tanam (PAT).

Bagian Ketiga
Areal

Pasal 10

(1) Rincian sasaran luas panen, produktivitas dan produksi komodips padi,
jagung dan kedelai per Kecamatan tercantum dalam Lampiran VI

Keputusan 1m

(2) Sasaran areal tanam intensifikasi padi, palawija dan hortikultura adalah

sebagai berikut :

SASARAN AREAL TANAM
INTENSIFIKASI PADI PALAWIJA DAN HOLTIKULTURA
- Satuan : Ha/Unit
‘ Periode Periode ‘ :
! s | April — September | Oktober - Desember | TATON
- — , !
s l !
' Padi | 8750 | 12335 | 21.085
| Kedelai | 1. 542 ! - f 1.542 |
| Ub! Kayu | E 1.445
o e i | | 100 |
| Kacang Tanah 5 l : 248 |
| Kacang Hijau g ; j 1.163 |
| Semangka ! | < 362 |
| Melon | ; ; 20 |
Bawang Merah i } : 15 l
Cabe Merah | | | 110
; Timun { J 5
(Jahe 0 | 20 |

(3) Angka sasaran .....
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(4)

Angka sasaran areal tanam intengifikasi padi, sudah termasuk angka sasaran
perluasan areal tanam seluas 300 Ha (tiga ratus hektar) )

Angka sasaran areal tanam intensifikasi kedelaj sudah termasuk di dalamnya angka
sagaran perluasan areal tanam seluas 4.00 Ha,

Rincian sasaran areal tanam intensifikasi padi, palawija dan hortikultura
tercantum dalam LampiranI, I, I, IV dan V Keputusan ini,

Rincian Sasaran Perluasan Areal Tanam (PAT) padi, jagung dan kedelai per

masa tanam dan per jenis intensifikasi TA 2000 : ; ar datu
Lampiran Mla, Nla dan [Va_ sebagaimana tercan

Rencana jadwal tanam greg] intensifikasi padi, jagung dan kedelai sebagaimana
tercantum dalam Lampiran TIb, INb dan Vb

BAB IV
USAHATANI DAN FAKTOR PRODUKSI

Bagian Pertama
Usahatani

Pasal 11

Penetapan pola usshatani, pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada
hasil musyawarah kelompoktani yang sebelumnya dilandasi oleh Rembug Desa
dan Musyawarsh Kontaktani/KTNA se Kecamatan, yang didukung oleh
rekomendasi teknologi spesifik lokasi dengap tetap mengupayakan optimasi
penggunaan dan kelestarian sumberdaya sesuai dengan tata ruang dan rencang
pembangunan wilayah.

Dalam upaya optimasi penggunaan lahan, indeks pertanaman dioptimalkan melalyj

pengaturan pola tanam dan jadwal tanam yang tepat terutama bagi pemilihan
komoditas dan varietas.

Intensifikasi padi, jagung dan kedelai dikembangkan terutama melalui pola Supra
Insus dan Insus, sedangkan intensifikasi hortikultura dikembangkan melaluj pola
Insus.

Pengembangan intensifikasi padi, palawija dan hortikultura, diarahkan untuk
pemberdayaan ekonomi pelaksana Program Bimas Intensifikasi dengan
menerapkan efisiensi usahatani dan sumberdaya secara optimal dengan
mengupayakan terwujudnya hubungan kemitraan antara kelompoktani/petani

dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, Koperasi/KUD. swasta) dan LSM
melalui pendekatan agribisnis.

(5) Dalam rangka . . ...



(5)

(6)

1)

3)

“4)

(%)

(6)

als a mengembangkan wawasan agribisnis dan sekaligus upaya
:)):f:\;ka:;ngkpendupﬂan pélani, diselenggnra!(m Intensifikasi Berwawa.slm.l
Agribisnis (INBIS) yang dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa mial
tambah baik kegiatan produksi pada on-farm maupun kegigtan off-farm secara
efisien pada saat gebelum dan sesudah proses produksi pertanian.

Untuk mewujudkan usaha off farm yangh dinamis, diarahkan penumbuhan kopgrasi
tani atan asosiasi kelompoktani yang selalu didampingi dan dibina berkelan)utan
sampai dengan taraf mandiri oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan gistem

Bimas.

Bagian Kedua
Pengairan

Pasal 12

asi teknis, setengah teknis maupun

Seluruh areal yang terjamin aimya baik irig . e aha_intensifikasi

sederhana/desa, dimanfaatkan seoptimal mungkin
pertanian.
as prioritas nasional dan komoditas

Feten i S Dol B i [oml alam Program Bimas Intensifikasi

prioritas wilayah yang direncanakan d )
disesuaikan dengan areal berpengairan yang fungsional.

. . . : i Intensifikasi diupayakan
Penggunaan air bagi komoditas di luar Program Bimas Intonsy .

agar tidak meugg:xglggu ketersediaan air bagi komoditas prioritas nasional dan
komoditas unggulan spesifik lokasi.

Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seirpbang
terhadap komoditas prioritas nasional dan komoditas unggulan spesifik lokasi yang
dibudidayakan pada hamparan yang sama, terutama pada lahan sawah yang

berpengairan teknis.

Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air untuk usahatani terutama pada waktu
persediaan air kering, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Jadwal giliran pembagian air yang ditetapkan oleh Panitia Irigasi disusun
sesuai dengan pola tanam yang telah disepakati dalam musyawarah anggota
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ;

a

b. Panitia Irigasi berkewajiban memantan hambatan dari pelaksanaan rencana
dan dapat menata ulang rencana pengalokasian air ;
¢. Mengembangkan pompanisasi.

Pembinaan P3A/DHARMATIRTA, di Kabupaten berpedoman pada Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan
Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharmatirta di Kabupaten Kudus .

(7) Untuk mengembangkan .. ...



(7 'lir;guk _ mcr}gembmlgkm{ komoditag pada lahan yang pengairannya kurang
Sbe d'gu'?ahakm U pengairan dengan memanfhatken qir tanah dan/aten
disesu‘:;i‘;:;na:l?nyagitg 3:;](5881' Daerah yang rawan banjir agar pola tanamnya
Petunjuk Satyan PelaksmnB(i’:la;lc‘h kelompoktan; dengan memperhatikan

ngan dan/atan bencana banjir
SUSnya unsur Panitia Irigasi mengambil
i dalam rangka mengatasi masalah

9) :’enge(;pbangan sistem Pengairan dalam mendukung Program Bimas Intensifikasi,
erus lupayakan melalui kcrjasama dellglm Iembaga/instansi terkait.
) T')a.lam Pl‘manfgmm fir pengairan untuk Program Bimas Intensifikasi diupayakan
sehemat mungkin untuk mendukung perwujudan Gerakan Hemat Air.
(11) Pengelolaan sarana dan

P T prasarana irigasi disesuaikan dengan pola tanam sehingga
Aririgasi bisa dimanfastican secara optimal.

(12) Pengeringan saluran untuk ins
ngasi ditentukan waktu dan |
rencana tata tanamnya.

peksi fimgsi irigasi desa pemeli.haraan Jaringan
amanya untuk setiap daerah irigasi sesuai dengan

Bagian Ketiga
Benih

Pasal 13
(1) Penggunaan benih Padi, Palawija dan Hortikultura diatur sebagai berikyt -

a  Petani pelaksana Bimas Intensifikasi diupayakan menggunakan benih varietas
unggul berlabel untuk padi berlabel biru dan untuk

palawija diupayakan
menggunakan benih berlabel biru, ap T Clipay

abila masih kurang dapat menggunakan
benih berlabel merah jambu ;

b. Dalam rangka percepatan peningkatan produks; padi, dikembangkan
penggunaan varietas unggul bary yaitu Memberamo, Cilosari,
Apoburu dan lain-lain yang  direkomendasik
pengembangannya

Dalam rangka percepatan peningkatan produksi Jagung, dikembangkan
penggunaan jagung hibrida selain varietas unggul komposit :

d. Kebutuhan benih diwilayah Supra Insus, dipenuhi  dengan cara

mengembangkan Kelompoktani penangkar benih, yang ditetapkan dalam
musyawarah Kelompok Kont

aktani Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian dan
Unit Himpunan Supra Insus d

¢. Rencana .....
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(4)
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(6)
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Rengmm Penggunaan  benth  kedelai di
benih antar lapang dan

dalam Unit Himpunan Supmmh?;kus!?engembmgkm PRE e
t !S:rr:ﬁ?xl:nm:’ m;r:n“;:t::te n;:pa:: dalam satu WKPP geguai dengan anjuran
" s o it b G s
gea;nb\im ;i)t;n &nga;wism Alas ketepatan varietas, mutu, jumlah, harga, tempat

Kabupaten Kudus, bekerj Pertanian Tanaman Pangan

4 sama dengan BPSB TPH IL

Bagian Keempat
Pupuk dan Pestisida
Pasal 14

Pengadaan dan penyaluran pupuk secara umum dilakukan sesuai dengan
mekanisme pasar, khusus untuk daerah yang sulit dijangkau dengan berpedoman
kepada SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 26/MPP/Kep/I/1999 .

Rencana jumlah kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCI TA. 2000 adalah
sebagai berikut

a Urea : 17.251,6 Ton
b.  SP-36 : 3.539,1 Ton.
c. ZA t 3.531 Ton.
d KCl : 268 Ton

Rencana kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KC1 TA. 2000 per Sub. Sektor dan
per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

Rincian kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA dan KCI TA. 2000 per kecamatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIa Keputusan ini.

Selain pupuk Urea, SP-36/TSP, ZA dan KCI, petani pelaksana intensifikasi dapat
menggunakan pupuk alternatif yang telah mendapat rekomendasi Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pertanian.

Untuk memperoleh produktivitas optimal petani peserta intensifikasi
diarahkan menggunakan pupuk secara berimbang sesuai dosis anjuran setempat.
Dalam rangka efisiensi penggunaan pupuk petani diarahkan melakukan upaya

perbaikan cara, dosis sekaligus penggunaan unsur mikro bagi Daerah yang kahat
unsur mikro tertentu.

Distributor pupuk dan pestisida yang telah mendapat rekomendasi oleh

Departemen Pertanian, diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala tentang
realisasi pengadaan, penyediaan/stok dan penyalurannya kepada Sekretariat
Pelaksana Bimas

Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten sesuai dengan fungsinya berkewajiban
memantau, mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan penyaluran pupuk dan
pestisida yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian, sesuai dengan
prinsip 5 tepat yaitu : tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, dan tempat.

Bagian Kelima ... ...



(1)

2)

1)

)

G3)

)

©)

(6)

™

(8)

Bagian Kelima
Pengendalian Organisme Penggangan Turmbwshan
Pasal 15
Pengendalian OPT yang sesuai dengan pelaksanaan PHT harus memenuhi
persyaratan aspek ekologis, aspek ekonomis, aspek sosial dan aspek teknis, dan
dilaksanakan dalam suatu kerjasama yang terpadu antar instansi terkait

Perencanaan dan pelaksanaan PHT di tingkat lapangan menjadi bagian integral
dari RDK dan RDKK.

Pada dasarnya perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat tani dan
pemerintah berkewsjiban melakukan pemantauan OPT dan pembinaan petani
dalam mengendalikan OPT. Dalam hal terjadi cksplosi sorangan dan atan di
daerah sumber serangan yang membshayakan namun tidak dapat ditangani dan
d‘k""“d’“'kf‘“ oleh petani, maka dapat dilakukan pengendalian oleh pemerintah
secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat.

Bagian Keenam
Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 16

Dalam upaya optimasi penggunaan lahan, indeks pertanaman ditingkatkan menjadi
lebih dari 200 melalui pengaturan pola tanam dan jadwal tanam yang tepat
terutama bagi daerah-daerah yang jadwal pergiliran pengairanmya ketat. o
Untuk mermpercepat pengolahan tansh, mendapatkan mutu olahan yang lebih baik
dan seragam serta meningkatkan pro:tlidkitvnas lahan, selain penggunaan ternak
] ikembangkan penggunaan or. .
g:mi:dlksabirwaergesgg? untuk  panen perl_u (?Ibudayakm. oleh
petani/kelompoktani maupun penebas guna mengurangi kehilangan hasil serta
mempercepat pelaksanaan panen. )
Pengembangan penggunaan alat dan mesin pemanen, dan penggunaan mesin
perontok/pemipil ditingkatkan agar perontokan dapat lebih dipercepat dan
kehilangan hasil dapat ditekan.
Pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian melalui pola pelayanan jasa
alat dan mesin pertanian, diarahkan pengelolaannya oleh kelompoktani, koperasi
atau perusahaan swasta, tanpa mengesampingkan petani perorangan.
Untuk mewujudkan pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian,
diunnbuhkembanglgan pengusaha daerah yang bergerak di bidang Usaha Pelayanan
Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).
Pembinaan, bimbingan teknis dan pengelolaan alat dan mesin pertanian terutama

yang bermotor yang telah dimiliki oleh petani/kelompoktani, koperasi dan swasta
termasuk mobilisasinya dilakukan melalui wadah Asosiasi Pengusaha Pelayanan
Jasa Alat dan Mesin Pertanian.

Bengkel/pengrajin ditumbuhkembangkan dan dibina agar mampu membuat bagian

tertentu dan vital dari alat dan mesin pertanian sehingga dapat mendukung
pelayanan purna jual atan membuat alat sederhana sesuai dengan kebutuhan petani.

Bagian Ketujuh .. ...



Ragtan hetagaty
Paren, Prscs Paswen dan Persaran
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BAB V
DURINGAN KETEMBAGAAN DAN PERVODALAN

Bagian Pertanm

Pasal 18

- ‘. den . i dalam kelompok dan
\ ' mne kerjasama petani dalam
. };;:mam‘hm;::_‘ i?m*nwanmm?trx‘ :glamumkm S quus Kemampuan
kel'uq\okmx

o yang diamurkan secara penuh,

(2} Agar kelompoktani mampu nwmw;m tek‘n:n: ﬁ\m‘:pu memantaatkan peluang

i;-lwu Tﬁ:ﬁ &mmh?m ditingkatkan dan diarshkan kepada

SKODOm! a

hal-bal berikut kepemimpinan, pengembangan  dinamika  dan - kemampuan

- im dalam perencanaan usshatani dan bawsh secara musyawarsah,

: Pf 0@“ kemampuan memvusun RDK pada polg Supra Insus berpedoman
kepada hasil kesepakatan musyawarsh kelompoktan: di tingkat USI dan kepada

hasi| kesepakatan KTNA di ungkat UHSL o

Peningkatan kemampuan mengurus Kegiatan usshatani bak di lahan sawgh

mmpfm di lshan usshatam lainnva termasuk kegiatan of farm serta

mengusahakan kerjasama usahatani.

d Peningkatan kemampuan kelompoktani dalam menge
menjalin kemitraan dengan koperasi dan perus
hubungan kenutraan vang saling mengunhungkan

e Peningkatan kemampuan kelompoktani wntuk membina anggotanya menjadi
anggota koperasi dan menjadi Tempat Pelavanan Koperasi (TPK).

f  Peningkatan kemampuan kelompoktani untuk mengembangkan kelompok secara
mandiri menjadi kelompok usaha

Penumbuhan kelompoktani menjad koperast tani.

Pemberdayaan kelompoktani untuk mewujudkan lumbung desa.

)

mbangkan agribisnis dan
ghaan mitra berdasarkan

= (.

(3) Pembinaan .. ...




(3) Pembinaan kemandirian dan kewirausahaan anggota kelompoktani diarahkan untuk
menumbuhkan kemampuan manajerial dan kemampuan memilih teknologi yang

tepat agar dapat menentukan usahatani yang sesuai dengan peluang pasar dan

mampu menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan perusahaan mitra.

Untuk menumbuhkan dan memantapkan pengembangan kelompoktani menjadi

koperasi tani dilakukan upaya-upaya :

a. Peningkatan peran aktif untuk kelompoktani dan ketua kelompok kontak tani
tingkat wilaysh binaan penyuluh pertanian baik sebagai anggota maupun

sebagm pengurus koperasi.

Meningkatkan kemampuan kontaktani dan anggota kelompoktani dalam

mempersiapkan diri menjadi pengurus koperasi melalui bimbingan dan
pelatihan.

@)

Bagian Kedua
Koperasi

Pasal 19

Koperasi sebagai wadah kegjatan ekonomi masyarakat pedesaan diarahkan untuk

dapat :

2 Meningkatkan dan memantapkan fungsi Koperasi gebagai pelayanan sarana
produksi, kredit, pengolahan dan pemasaran hasil. _

b. Meningkatkan kemampuan pengurus Koperasi untuk membina anggotanya
dalam aspek organisasi dan administrasi.

c. Meningkatkan peran aktif pengurus Koperasi dalam musyawarah penyusunan
dan pelayanan RDKK.

d Menli)ngkiﬂmn peran aktif ketua kelompoktani dan ketua kelompok kontaktani
tingkat wilayah binaan Penyuluhan Pertanian baik sebagai anggota maupun
sebagai pengurus Koperasi.

e. Me:ig:glkl;tkan kemampuan kontaktani dan anggota kelompoktani dalam
mempersiapkan diri menjadi pengurus Koperasi melalui bimbingan dan
pelatihan.

f Meningkatkan peranan koperasi dalam peningkatan skala usaha, posisi tawar
petani dan partisipasi petani.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 20

(1) Pengelolaan intensifikasi diupayakan melalui pengembangan kemitraan yang
berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan
saling menguatkan antara kelompoktani sebagai produsen dengan perusahaan mitra
sebagai mitra usaha.

(2) Kemitraan yang berwawasan agribisnis didukung oleh jaminan pemasaran dengan
adanya harga kesepakatan yang layak diterima kelompoktani serta terjaminnya
stabilitas harga pembelian oleh perusahaan mitra.

(3) Kemitraan .....



3)

)

(3)

(1)

(2)

3

4)

(%)

(6)

)

®)

Kenutragn yung dikembuangkan dan diarshkan sehingga dapat menchulung incustri
hbr mavpun industri bulu dengan menumbubkan klun ywng konchmf bugi
tumpilnya gerakan masyaraknt tani.

Kemitraan sebagumana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dslum kegintan

pelayanan sebagai berikut :

4 Perusahaan Inti, berfungsi melakssnakan perencanuan, bimbingan teknis,
pelayanan sarana produksi dan permodalan, pengolahan dan pemasaran hasil,
serta memuliki dan mengusahaken usahatani yang sama dongan usshatani
petam.

b. Perusahaan Pengelola, berfungst melaksanukan perencanuan, bimbingun
teknis, pelgyanan sarana produksi dan permodalan, pengoluhan dan pemassran
hasil, tetapi tidak mengusahakan usahatani sendiri. ;

c. Perusahaan Penghela, berfungsi melaksanakan perencanaan, bimbingan toknis
dan menampung hasil tanpa pelayanan sarana produksi dan permodalan dun
Juga tidak mengusahakan usshatani sendiri.

Untuk mengembangkan usaha kemitraan antara kelompoktani dan mitra usaha,

perlu dikembangkan forum kemitraan yang terdiri dari unsur Kelompoktani,

Perusahaan Mitra dan Dinas/Instansi yang terkait.

Bagian Keenpat
Penerangan dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 21

Kegiatan penerangan diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara
massal dan iklim yang kondusif sehingga mendukung penerapan teknolog!
usshatani anjuran dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani
dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal. .
Kegiatan penyuluhan pertanian diusahakan untuk meningkatkan kemampuan petani
dalam berusahatani sehingga meningkatkan pendapatan dengan memasyarakatkan
penerapan teknologi spesifik lokasi yang diajurkan, memasyarakatkan koperasi
serta mewujudkan pola kemitraan usahatani yang berwawman agribisnis.

Untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan pertanian
dilaksanakan berdasarkan spesifik lokasi dengan memperhatikan kondisi dan
perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani.

Penerangan dan penyuluhan pertanian digiatkan dengan memanfaatkan media
massa, lembaga komunikasi yang ada di masyarakat dan memeransertakan Balai
Informasi dan Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian serta Pusat
Penerangan Masyarakat.

Rapat koordinasi penyuluhan pertanian, Mimbar Sarasehan, latihan bagi petugas
dan tokoh masyarakat, diselenggarakan oleh instansi terkait secara periodik,
terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyukseskan Program Bimas Intensifikasi, dimantapkan kerjasama antar
Penyuluh Pertanian yang dikoordinasikan oleh Camat/Ketua Satuan Penggerak
Bimas Kecamatan.

Peranan pemimpin formal dan non-formal di pedesaan terus ditingkatkan untuk
mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/kelompoktani dan
KTNA dalam pelaksanaan usahatani.

Pada Hari Krida Pertanian (21 Juni - 21 Juli) dilakukan pembinaan dan gerakan
musyawarah kelompoktani untuk menyusun RDK dan RDKK.

(9) Perusahaan . . ...



®)

(10)

(11)

(12)

Perusah i : : ,
. aan mitra berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian dalam
Ptlgkadmlh teknologi dan membantu pemasaran hasil

Binas melimngsplnti :l Penyuluh Pertanian dalam gerakan intensifikasi melalui sistem

a  Meni ininaat : : )
(pereﬁ%:nag:.: P:Il';;:npam petant dalam setiap tahapan kegiatan intensifikasi

b. Menumbuhkan pdiua:?'lllzamé Srimghe dap g rmrteses)
kegiatan ika dan kepemimpinan anggota kelompoktani melalui

g1atan musyawarah, diskusi dan pen

¢. Membimbing kelompoktani d PTARMIASADE, dsLBLEE-
st e bRt alam penyusunan RDKK dan bertanggung jawab

d. Menyampai it :

yampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina

penerapannya dalam rangka peni o L

e. Membi ngkatan mutu intensifikasi.
embina dan mendorong berk — i
dal rong berkembangnyn organisasi dan kemampuan petant

¢ l\;ll m(]il pengamalan S jurus kemampuan kelompoktani

ko;):n(::(inm terwujudnyn hubungan yang melembaga antara kelompoktani dan
pcm's ﬂhﬂn[:]e;?t::'hlmml kemitraan usaha antara kelompoktani, koperasi dan

8 zz:‘::gii":e‘rslll?‘kﬂsmman perakitan/rancang bangun usahatani sesuai dengan

h. rcllym{:kan bahan penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian ( Kabupaten

Al B_Pl ) dan menyusun rencana kerja Penyuluh Pertanian.

h {::;nymgkan ll‘l:‘lncmm intensifikasi dan rencana kerja pada tingkat wilayah
binaan Penyuluh Pertanian

Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian melalui peningkatan peran dan fngsi

kelembagaan penyuluhan (BIPP dan BPP) dilakukan sebagai berikut :

(2) Mempercepat pembenahan pengelolaan BIPP dan BPP sesuai dengan
fungsinya terutama dalam peningkatan kualitas pemberdayaan manusia
pertanian dan alih teknologi di tingkat lapangan.

(b) BIPP bertanggung jawab di bidang dukungan penyelenggaraan penyuluhan
pertanian di tingkat Kabupaten dengan memperhatikan petunjuk Satpel Bimas
Kabupaten dan instansi terkait lainnya.

(c) BPP merupakan instalasi/sarana BIPP untuk menunjang penyel ggaraan
penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Pengelolaaix l;!’PPp d?:kleam oleh
koordinator penyuluh pertanian bersama-sama dengan kelompoktani nal

(d) BPP difungsikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyuluh ayan.
dengan menerapkan sistim pembinaan di wilayah ker; periatan,
pengembangan usahatani. yal kerjanys, serta memonitor

e) Menjadikan BP i i : T—

(e) D:S"i tkan BPP sebagai pusat informasi pertanian di tingkat Kecamatan dan

Untuk meningkatkan semangat berpartisipasi i

intensifikasi  pertanian, dan lpunmkpasrxng;?;i da(ljm pelaksanaan program

di‘sele.nggarakan l?erbagai lomba Intensifikasi pertanian d;arl!:)lllr()%a };ﬁ;{n;;:ﬁtam,

Bimbingan Intensifikasi, serta pemberian penghargaan lainnya. arya

Bagian Kelima .. ...



(1)

(2)

(3)

(4)

%)
(6)
(7

1)

(2)

Bagian Kelima
Permodalan

Pasal 22

Petani peserta program Bimas Intensifikasi Pertanian yang membutuhkan tambahan
modal untuk dapat menerapkan teknologi anjuran dapat memanfaatkan sumber
permgdalan yang tersedia.
Petani peserta Program Bimas Intensifikasi Pertanjan yang membutuhkan tambahan
modal dari fasilitas Kredit Usaha Tani (KUT) untuk dapat menerapkan teknologi
anjuran, l?erpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
(a) Fasilitas KUT diberikan bagi intensifikasi komoditas padi, kedelai dan jagung.
(b) KUT disalurkan oleh bank-bank umum yang ditunjuk/disetujui Departemen
Keuangan untuk menyalurkan KUT, yaitu sebagai berikut :
- PT. BRI sebagai koordinator bank pelaksana kredit program KUT.
- Bank umum lainnya sebagai pelaksana termasuk PT. BRI
(¢) KUT disalurkan bank kepada Koperasi Primer dan Lembaga Swadaya
hMasyarakat untuk keperluan petani yang bergabung dalam kelompoktani
amparan,
(d) Persyaratan dan ketentuan penyaluran KUT sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) di atas, ditetapkan oleh Departemen Keuangan. )
Koordinasi terhadat;lp pemantauan l[’)elaktmmmn kredit kepada }(o_perasﬂLSM oleh
Bank pemberi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di Tingkat Kabupaten
dilakukan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten . . '
KUT disalurkan oleh Bank pemberi kredit dalam satu tahun P;"zmhm melalui
Koperasi/LSM yang besamg]t; KKdldasal'kan pada ke an  nyata
i oktani sesuai dengan . )
f(itl::tlxllkhzlnomi‘:ldikatif KUT npgadi per hektar sebagaimana tercantum dalam
i an 1ni .
Iﬁmgiﬁgﬁlﬂm jagung dan kedelai per hektar sebagaimana tercantum
iran VIIIa Keputusan in1.
g:lt:::/llzea:z‘r)npoktani yangptidak memanfaatk.an I.(UT, dapat menggunakan sumber
modal dari tabungan kelompoktani atau kredit lainnya.

BAB VI
TATALAKSANA

Bagian Pertama
Organisasi
Pasal 23

Organisasi Satuan Pelaksana Bimas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Bupati Kudus Nomor 521.1/671/1995 berfingsi melaksanakan koordinasi,
integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembinaan
pengendalian dan pelaksanaan program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai
dan Hortikultura.

Koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan berpedoman pada Pedoman Pembinaan
Intensifikasi Pertanian di Kabupaten oleh Bupati.

Bagian Kedua .. ...



Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 24

(1) Rencana Indikatif yang tercantum dalam Keputusan Bupati/Ketua Satuan Pelaksuna

Bimas Kabupaten dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Camat/Ketua Satuan
Penggerak Bimas Kecamatan dan Programa Penyuluhan Pertanian.

(2) Semua Jajaran Dinas/Instansi yang terkait dalam Program Bimas wajib melakukan

pengawasan melekat sehingga setiap sub si 1 g
ketentuan yang berlaku. ap sub sistem dapat berjalan sesua: dong

(3) Tata Kerja fungsional bagi masing-masing anggota Satuan Pelaksana Bimas

1)

(2)

3)

(4)

(5)

diatur dan ditetapkan setelah Keputusan ini ditetapkan oleh Bupati, dan materinya

dmxmuskm secara bersama-sama dengan instansi/unsur terkait yang terdiri dari :

a  Petunjuk teknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kudus .

b. Petunjuk Teknis dari Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Kudus .

¢. Petunjuk Teknis/Edaran dari Bank pemberi kredit _

d i’?_lunjuk Teknis/Edaran dari Dinas/Instansi Anggota Satuan Pelaksana Bimas

ainnya.

BAB VII
DUKUNGAN ANGGARAN
Pasal 25

Kegiatan operasional intensifikasi pertanian, didukung oleh anggaran yang
bersumber dari APBN, APBD Tk I, APBD Tk II, Bantuan Luar Negeri (BLN),

Dana Pembangunan Daerah ( Kabupaten dan Desa) dan sumber dana lainnya.
Dukungan APBN dari instansi anggota Satuan Pelaksana Bimas diarahkan untuk

membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan untuk
menggerakkan kegiatan intensifikasi pertanian sesuai dengan tugas dan fingsinya
masing-masing dalam sistem Bimas.

Dukungan APBD diarahkan untuk membiayai sebagian kegiatan gerakan massal
intensifikasi pertanian, penyuluhan pertanian, pembinaan kelompoktani dan
kegiatan lainnya yang tidak dapat ditampung dalam APBN.

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kelompoktani menjadi beban

kelompoktani dan besarnya ditetapkan secara musyawarah dalam kelompoktani

yang bersangkutan.

Petani peserta program Bimas Intensifikasi tidak dikenakan i
s . . ! pungutan un di

luar beban yang wajib bagi petam sesuai dengan ketentuan program ym,;g:f]a}m

BAB VIII ...



BARB VIII
KETIENTUAN PENUTUP
Pasal 26

al-hs \ g
ll.all llnl lmn yang  belum 'dmlm dalam  Keputusan i, pepanjang  mengenal
polakannaannys akan diatur lebih lanput olely Ketun Pelaksana Harian Bimas

Pasal 27

Eeputusan it malan ber laky pada tanggal ditetapkan

Mitetapkan di Kudus
pada tanggnl 10 oo

BUPATI KIIDUS,

MUHAMMAD AMIN Ml

Divndangkan di Kidus
“ada tangpal b e

SERRETARIS DAKRAH KABUPATEN KUDUS,

\
7 Qr ({./ /U

HERU SUDJATMOKD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ! NOMOR

Digitally signed
by Bagian Hukum

D

Sekretariat
Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.28
09:20:52 +07'00'
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